LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN

NOMOR : 15 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta guna pengembangan potensi usaha
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten
Majalengka, maka perlu melakukan penguatan modal usaha pada
Perusahaan Daerah;

b. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah sehingga Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 12) perlu disesuaikan;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang ... 3
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri ... 4
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) DI
KABUPATEN MAJALENGKA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 12) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR sebesar Rp.
12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang pemenuhannya
dilakukan secara bertahap setiap tahun dan dilakukan sejak Tahun
2007 dengan peruntukan sebagai berikut :

a. PD BPR Sukahaji sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah);

b. PD BPR Perkreditan Kecamatan sebesar Rp. 2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah).

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PD BPR
yang sudah ada diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal
berikutnya.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR dalam bentuk aset
tetap atau aset tidak tetap lainnya diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A
(1) Penambahan penyertaan modal kepada PD BPR Sukahaji pada saat
Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

(2) Penambahan ... 6
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(2) Penambahan penyertaan modal berikutnya untuk pemenuhan
penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan APBD tahun
berkenaan.

(3) Penambahan penyertaan modal berikutnya untuk pemenuhan
penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dalam bentuk aset tetap atau tidak tetap dalam pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI MAJALENGKA,
Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2011 NOMOR 15
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA
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- ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001




